
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR ]4 TAHUN 2OI9

TENTANG

PEDOMAN PENGELOI,AAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI TAPIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuart

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (31

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa, perlu melakukan penyesuaian Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa yang baru;

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hunrf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah I"aut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daeratr Tingkat II

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

L999 Nomor 75, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

2.
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4

tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tabun 2OO4 Nornor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor aaOO);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO+ Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor +a381;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang

Desa (Irmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 7, Tambatran Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembarart

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

244, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, teral<trir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

4.

5.

6.

7.

8.
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daeralr (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4

tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor

292, Tambalran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L37,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575l1'

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor

123, Tambalran kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ot9

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Perahrran Pelaksana Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2OI4 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 4t,
Tambahan Lembaran

Indonesia Nomor 63211;

Negara Republik

11.
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ot4 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

57, Tambahan I,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 586a);

13. Peratrrran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 60a1);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20tg Nomor 42, Tarrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 63221;

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20f8

tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

r/
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 20,06 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubatr

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O 1 1

tentang Penrbahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Tahun 2Ot4 tentang Pedoman Teknis

Peraturar: di Desa;

18. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor tl4
Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pembangunan

Desal

1 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

2 O . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44

Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

21 . Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 47

Tahun 2OL6 tentang Administrasi

Pemerintahan Desa;

22. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 11O

Tahun 2016 tentang Badan Pennusyawaratan

Desa;

2 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa;

24. Peraturan Lembaga Kebiliakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor L2 Tahun

2Ol9 tentang Pedoman Pen5rusunan Tata Cara

Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

r1
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26.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2Ol9

tentang Pembahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2OL6

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

Peraturan Daerah I(abupaten Tapin Nomor l l
Tahun 2Ol7 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Keqa Pemerintah Desa serta

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa di Kabupaten Tapin;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2Ol9 tentang Badan Permusyawaratan

Desa;

MEMUTUSI(AN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PEDOMAN

PENGELOI.,AAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perahrran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Bupati adalah Bupati Tapin.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.

4. Camat adalatr Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai

Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup

Kecamatan dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

5. Kecamatan adalatr Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat

Daerah.

25.

\
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6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama

lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hulmm yang memiliki batas wilayah yang

berurenang untuk mengatrrr dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang dialmi dan dihormati dalam Sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD

atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

1O. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban desa.

l l. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keselumhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksarraan, penatausatraan, pelaporan,

dan pertanggungi awaban keuangan desa.

12. Rencana Keda Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP

Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya

disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan

Pemerintahan Desa.

14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas

desa.

(/



-8-

15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas

desa.

16. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu)

tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu

dikembalikan oleh desa.

17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan

kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan

diterima kembali oleh desa.

18. Pembiayaan Desa adalatr semua penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersanglmtan maupun

pada tahun anggaran berikutnya.

19. Pemegang Kelmasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang

selanjutnya disingkat PKPKD adalatr Kepala Desa atau sebutan

nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keselunrhan pengelolaan keuangan desa.

2O. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya

disingkat PPKD addah Perangkat Desa yang melaksanakan

pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala

Desa yang menguasakan sebagian kelmasaan PKPKD.

21. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang

berkedudukan sebagai Unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang

menjalankan hrgas sebagai Koordinator PPKD.

22.Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Unsur Staf

Sekretariat Desa yang menjalankan hrgas PPKD.

23.Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis

yang menjalankan tugas PPKD

24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan

Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

4
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25. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

26.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan gu.na

mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang

tidak dapat dipenuhi dalam satu tatrun anggaran.

27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara

pendapatan desa dengan belanja desa.

28. Dehsit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara

pendapatan desa dengan belanja desa.

29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

anggara.n selama satu periode anggaran.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap

kegiatan, Ernggaran yang disediakan, dan rencana penarikan

dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

31. Dokumen Pelaksanaan Perubatran Anggaran yang

selanjutnya disingkat DPPA adalah dolmmen yang

memuat perrbahan rincian kegiatan, zrnggzrran yang disediakan

dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Perubahan APB Desa dan/atau Pembahan Penjabaran

APBDesa.

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang

selanjutnya disingkat DPAL addah dokumen yang

memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk

kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun

anggaran sebelumnya.
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33. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut

dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk

memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik ditakukan

melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK

Desa adalatr dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus

kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari

rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran

berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP

adalah dokumen pengajuan unhrk mendanai kegiatan pengadaan

barang dan jasa.

36. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya

disingkat APIP adalatr Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit

Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat

Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah.

37. Peraturan Desa adalah perahrran pemndang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

bersama BPD.

BAB II

ASAS PENGELOI,AAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran.

(2) Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakat unttrk mengetahui dan mendapatkan akses

informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.

d
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Yang dimaksud dengan alnrntabel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk

mempertanggungiawabkan pengelolaan dan pengendaliart

sumber daya dan pelaksarlaan kebirjakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan.

Yang dimaksud dengan partisipatif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat

secara aktif dalam proses perenc€rnaan.

Yang dimaksud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu

dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi

yang dapat dipertanggungi awabkan.

Yang dimaksud dengan disiplin anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pendapatan yang

direncanakan terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk

setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang

dianggarkan mempakan batas tertinggi pengeluaran belanja

dan didukung dengan adarrya kepastian tersedianya

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan yang belum dan/atau tidak tersedia

anggafannya.

Pasal 3

APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa

1 (satu) tahun anggafan yalaei mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan 31 Desember.

BAB III

MAKSUD, TUJUAII DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Maksud Pengaturan pengelolaan Keuangan Desa dalam

Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian

hukum dalam pengelolaan keuangan desa.

(41

(s)

(6)
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(2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peratrrran

Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam

pengelolaan keuangan desa.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Bupati

ini terdiri dari:

a. kekuasaan pengelolaan keuangan desa;

b. pengelolaan keuangan desa; dan

c. pembinaan dan pegawasan.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOI,AAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesattr

Pemegang KekuasEraan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa

dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

(21 Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud ayat (1)

mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik

desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban APBDesa;

d. menetapkan PPKD;

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

f. menyehrjui RAK Desa; dan

g. menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Desa

menguasakan sebagian kekuasaaannya kepada Perangkat Desa

selaku PPKD.

(4) Pelimpatran sebagran kekuasaan PKPKD kepada PPKD di

tetapkan dengan Keputrrsan Kepala Desa.

r/
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Bagran Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) terdiri atas:

a. Sekretaris Desa;

b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur Keuangan.

Pasal 8

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
bertugas sebagai Koordinator PPKD.

(21 Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan penyuslrnan dan pelaksanaan kebljakan

pengelolaan APBDesa;

b. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBDesa dan

Rancangan Perubahan APBDesa;

c. mengkoordinasikan penJrusunan Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan APBDesa;

d. mengkoordinasikan penrusunan Rancangan Peraturan

Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Penrbahan

Penjabaran APBDesa;

e. mengkoordinasikan flrgas Perangkat Desa lain yang

menjalankan hrgas PPKD; dan

f. mengkoordinasikan pen5rusunan Laporan Keuangan Desa

dalam rangka pertanggungi awaban pelaksanaan APBDesa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Sekretaris

Desa mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifrkasi terhadap bukti penerimaan dan

pengeluaran APBDesa.

/r/
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(4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kosong, maka tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

(3) dilaksanakan oleh Pelaksuula Tugas Sekretaris Desa yang

ditetapkan dengan Surat Perintah T\rgas Kepala Desa atau

Penjabat Kepala Desa.

Pasal 9

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurarf b

berhrgas sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan

bidangnya.

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kaur Tata. usaha dan Umum; dan

b. Kaur perencanaan.

(3) Kasi sebogaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kasi Pemerintahan;

b. Kasi Kesejahteraan; dan

c. Kasi Pelayanan.

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggara.n belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang

trrgasnya;

d. menytrsunan DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

e. menandatangr perjanjian kerjasama dengan penyedia atas

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam

bidang tugasnya; dan

f. men5rusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang

tugasnya untuk pertanggungiawaban Pelaksanaan APB Desa.

(5) Pembagtan tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan

bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.



-15-

Pasal 10

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan hrgas sebagaimana

dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dapat dibantu oleh Tim yang

melaksakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat

dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(21 Tim sebagaim€rna dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur

Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau

masyarakat, yang terdiri atas:

a. Ketua;

b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yaitu

Pelaksana Kewilayahan.

(4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diusulkan pada saat pen5nrsunan RKP Desa.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (41 ditetapkan melalui

Keputrrsan Kepala Desa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati tersendiri dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di desa.

Pasa] 11

(1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

melaksanakar fungsi kebendatraraan.

(21 Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

b. menyusun RAK Desa; dan

c. melalnrkan penatausahaan yang meliputi menerima,

menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan

mempertangungiawabkan penerimaan pendapatan desa dan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendatra-raan

memiliki Nomor Pokok Ulajib Pajak Pemerintah Desa.
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(1)

(21

(3)

(4)

(4) Dalam hal Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (f)

kosong, maka fungsi kebendaharaan dilaksanakan oleh

Pelaksana TUgas Kaur Keuangan yang ditetapkan oleh Kepala

Desa dengan Surat Perintah T\rgas.

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI-ANJA DESA

Pasal 12

APBDesa terdiri dari:

a. pendapatan desa;

b. belanja desa; dan

c. pembiayaan desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf a

diklasilikasikan menunrt kelompok, jenis dan objek

pendapatan.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifrkasikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis

belanja, objek belanja, dan rincian obyek belanja.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek

pembiayaan.

Pasal 13

Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa diberi kode

rekening.

Bagran Kesatu

Pendapatan

Pasal L4

(1) Pendapatan Desa selagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) huruf a, yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan

oleh desa.

r7
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(21 Pendapatan Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas kelompok:

a. pendapatan asli desa;

b. tranfers; dan

c. pendapatan lain.

Pasal 15

(1) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan

d. pendapatan asli desa lain.

(2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

antara lain bagi hasil BUMDesa.

(3) Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa,

tempat pemandian lrmtlm, jaringan irigasi, dan hasil aset

lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala desa.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari

sumbangan masyarakat desa.

(5) Pendapatan asli desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 16

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(2) huruf b, terdiri atas jenis:

a. dana desa;

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;

c. alokasidanadesa;

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi; dan

17
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(21

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daeratr.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat

bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum perunflrkan dan

penggunaarulya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima

bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas

pemerintah daerah di desa.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus pemnflrkan dan

pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi

bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat.

(5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam

APBDesa, tidak diterapkan dalam ketenttran penggunaan paling

sedikit 70% (ttrjuh puluh persen) dan paling banyak 3O% (tiga

puluh persen).

Pasal 17

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (21huruf c, terdiri atas:

a, penerimaan dari hasil kerjasama desa;

b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;

c. penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang

mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran

berjalan;

e. bunga simpanan uang di bank; dan

f. pendapatan lain desa yang sah.

(3)

(4)

c/
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(1)

Bagran Kedua

Belanja

Pasal 18

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (ll
hunrf b, yaitu semua pengeluaran yang mempakan kewajiban

desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan

kewenangan desa.

Pasal 19

(1) Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok:

a. penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. pelaksanaan pembangunan desa;

c. pembinaan kemasyarakatan desa;

d. pemberdayaan masyarakat desa; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan damrat dan mendesak

desa.

(21 Klasifrkasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sampai dengan hurrf d dibagi dalam subbidang dan kegiatan

sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam

RKP Desa.

(3) Klasifrkasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebuhrhan desa untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang

terjadi di desa.

Pasal 20

Rincian klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri

mengenai Pedoman Pen5rusunan APBDesa dan Evaluasi APBDesa.

(2t

/7
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Pasal 2 1

Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) terdiri

atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang/jasa;

c. belanja modal; dan

d. belanja tak terduga.

Pasal 22

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a

dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan,

penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosid bagi Kepala

Desa dan Perangkat Desa, serta hrnjangan BPD.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintatran desa.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) melalui Badan Penyelenggtra Jaminan Sosial Kesehatan

dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan sesuai kemampuan APBDesa.

Pasal 23

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (1) adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga

juta rupiah).

Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.224.42O,OO (dua juta dua ratus

dua puluh empat ribu empat raftrs dua puluh rupiah);

b. Kasi sebesar Rp.2.O22.2OO,OO (dua juta dua puluh dua ribu

dua ratus rupiah);

c. Kaur sebesar Rp.2.O22.2OO,OO (dua juta dua puluh dua ribu

dua ratus rupiah); dan

(21

(3)

(4)

(1)

(21

/'1
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d. Kepala Dusun atau sebutan lain paling barryak sebesar Rp.

2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus

rupiah).

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai

Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l yang

bersumber dari APBDesa.

Pasal 24

(1) Besaran tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa dari Non Aparatur Sipil Negara sebesar

Rp.3.50O.OOO,OO (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara paling banyak

sebesar Rp.3.5OO.0OO,OO (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

dan

c. Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.2.5O0.OO0,OO (dua juta lima

ratus ribu rupiah).

(21 Besaran tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (1) adalah sebagai beril,mt:

a. Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri

Sipil sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima

puluh ribu rrpiah);

b. Kasi sebesar Rp.5OO.OOO,OO (lima ratus ribu rupiah); dan

c. Kaur Keuangan/Bendahara Desa sebesar Rp.1.0OO.OOO,00

(satu juta rupiah).

(3) Besaran hrnjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal22

ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Ketua BPD sebesar Rp.1.1OO.OO0,OO (satu juta seratus ribu

rupiah);

b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp.8OO.OOO,OO (delapan ratus ribu

rupiah);

c. Sekretaris BPD sebesar Rp.7O0.O0O,0O (tujuh ratus ribu

rupiah); dan
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d. Anggota BPD sebesar Rp.55O.OO0,OO (lima ratus lima puluh

ribu rupiah).

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang berstatus sebagai

Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang bersumber

dari APBDesa.

Pasal 25

Belanja bxang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huntf b digunakan untuk pengeluaran bagr pengadaan

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)

bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan antara lain untuk:

a. operasional pemerintah desa;

b. pemeliharaan sarana prasarana desa;

c. kegiatan sosialisasi/ rupat/ pelatihan/bimbingan teknis;

d. operasional BPD;

e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional

lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga unflrk membantu

pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan

pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta

pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurtf f dilakukan untuk

menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

(1)

(2t

(3)

(4)

//
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Pasal 26

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c,

digunakan unhrk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset

tetap/inventaris yg memberikan manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk

biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan

kualitas aset

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 27

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf d mempakan belanja untuk kegiatan pada subbidang

penanggulangan bencama, keadaan darurat, dan keadaan

mendesak yang berskala lokal desa.

Pengalokasian belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan secara fleksibel yarng dapat digunakan sesuai

kebutuhan pada saat terjadinya bencana, keadaan darurat, dan

keadaan mendesak yang berskala lokal desa yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya.

Pemerintah Daerah dapat menetapkan besaran belanja tak

terduga untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang

berskala lokal desa.

Belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi

kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifrtas Pemerintah

Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.

(21

(1)

(21

(3)

(41

r/
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(5) Ketentuan belanja tak terduga memuat kriteria sebagai berilmt:

a. kriteria bencana alam dan bencana sosid;

b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk

penanggulangaJx bencana alam dan bencana sosial;

c. kriteria keadaan damrat;

d. kriteria sarana dan prasar€rna pelayanan dasar untuk

masyarakat;

e. kriteria keadaan mendesak;

f. kriteria masyarakat miskin yang

kedaruratan; dan

g. tata cara penggunaan anggaran.

mengalami

Pasal 28

Ketentuan kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a adalah bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,

tsunami, gunung meletrrs, banjir, kebakaran, kekeringan, angin

topan, angina puting beliung, dan/atau tanah longsor yang

dampak buruknya bersifat komunal (lebih dari 2 (dua) Kepala

Keluarga atau sesuai dengan pengaturan Pemerintah Daerah).

Ketentuan kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (51 huruf a adalah bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa

yang diakibatkan oleh manusia antara lain berupa konflik

sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat,

dan/atau teror antana lain, kemsuhan, peperangan, wabah

penyakit, dan serang€u1 hama yang dampak buruknya bersifat

komunal (lebih dari 2 (dua) Kepala Keluarga atau sesuai dengan

pengaturan Pemerintah Daerah).

(1)

(21

/4/
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(3) Ketentuan kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud Pasal

27 ayat (5) humf b merrrpakan upaya tanggap darurat akibat

terjadinya bencana alam dan bencana sosial meliputi kegiatan

yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana dan

atau menjelang bantuan dari daerah dan pihak lain datang

untuk menangani dampak burLk yang ditimbulkan, yaitu:

a. kegiatan penyelamatan dan evakgasi masyarakat terkena

bencana;

b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan

pengurusan pengungsi; dan

c. penyelamatan serta pemulihan prasara.na dan sarana

desa terkena bencana.

Status daJl upaya tanggap damrat atas bencana alam dan

bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa sesuai

dengan ketenttran peraturan pemndang- undangan serta

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan

kepada Bupati melalui Camat.

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (5) huruf c adalah:

a. adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar

untuk masyarakat yang diakibatkan bukan bencana; dan

b. adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian

pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga

atau akibat lainnya yang menyebabkan terganggunya

pelayanan dasar masyarakat.

Iftiteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk

masyarakat sebagaimasa dimaksud Pasd 27 ayat (5) huruf d

merupakan sarana dan Prasarana pendidikan, kesehatan,

pekedaan umum dan penataan ruang, perumahan ralqyat dan

kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum

dan perlindungan masyarakat, da1r sosial yang memerlukan

penanganan segera dan sesuai dengan kewenangan skala lolal

desa.

(4)

(s)

(6)
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Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (5) huruf e adalah:

a. sebuah keadaan bul.Lk dan kemalangan yang bersifat

individual, yarrg tidak disangka-sangka terjadi dan jika

tidak ditangani segera akan mengakibatkan resiko

kematian, resiko sakit berat dan/atau cacat perlnanen serta

resiko putus sekolah; dan

b. keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan,

dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan

kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakatmiskin

yang mengalami kedanrratan antara Lain berupa

kebutuhan p€rngan, sandang, perumahan, kesehatan,

pendidikan, dan/atau pelayanan sosid lainnya sesuai

dengan kewenangan skala lokal desa-

Iftiteria masyarakat miskin yang mengalami

ked.aruratan sebagaimana dimaksud ddam Pasal 27 ayat (51

huruf f adalah :

a. warga desa yang sama sekali tidak mempunyai sumber

mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata

pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupart

dirinya dan / atau keluarganYa;

b. tidak memiliki aset yang mudah dijual seperti sepeda motor

kredit/non kredit, emas, ternak dan barang modal lainnya;

dan

c. masuk dalam daftar Basis Data Terpadu (BDT) yang ada di

instansi terkait.

Kondisi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (71 dan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disepakati bersama ddam

Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputrrsan Kepala

Desa yang dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(8)

(e)
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(10) Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan

pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat,

dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) hurLf g adalah dengan

menggunakan jenis belanja tak terduga dengan mekanisme

sebagai berikut:

a. Kepala Desa memerintahkan Kaur keuangan untuk

mengeluarkan uang dengan sPP Panjar yang diqjukan oleh

Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnYa;

b. Kasi/Kaur menjnrsun Rencana Anggaran Biaya untuk

pemenuhan kebutuhan penanganan penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang

berskala lokal desa untuk diqiukan kepada Kepda Desa

melalui Sekretaris Desa;

c. Sekretaris Desa memverifikasi terhadap Rencana Anggaran

Biaya yang diusulkan;

d. berdasarkan hasil verifrkasi Set<retaris Desa terhadap

Rencana Anggaran Biaya, Kepala Desa memberikan

persehrjuan atas Rencana Anggaran Biaya yang ditetapkan

dalam Keputusan KePala Desa;

e. pelaksanaan kegiatan untuk penangallan penanggulangan

bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang

berskala lokal desa dipertanggungiawabkan melalui Rapat

Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan

dituangkan dalam Berita Acara Rapat paling lambat 1 (satu)

bulan setelah pelaksanaan kegiatan;

f. Kepala Desa melaporkan pengeluaran angga-r€rn

penangEur€rn penanggulangan bencana, keadaan darurat,

dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa kepada

Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Kepala

Desa mengenai Persetujual Rencana Anggaran Biaya

ditetapkan; dan
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g. sumber pendanaan belanja tak terduga dapat

diambilkan dari sumber pendapatan yang dianggarkan

dalam APBDesa dan/atau bersumber dari pengalihan

belanja kegiatan lainnya pada bidang

penyelenggaraanpemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatal desa,

dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang belum

dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBDesa Perubahan.

Bagran Ketiga

Pembiayaan

Pasal 29

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggarzrn yang bersanglortan maupun pada

tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 3O

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29 ayat (21huruf a, mencakuP:

a. SiLPA tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, kecuali

untuk tanah dan bangunan.

(21 siLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belartja;

b. penghematan belanja; dart

c. sisa dana kegiatan yutgbehrm selesai atau lanjutan.

(1)

(2t

/r/
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(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b digunakan unhrk menganggarkan pencairan dana

cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa

dalam tahun anggaran berkenaan yang selanjutnya dicatatkan

dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa-

(4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hu1-1f c digunakan untuk

menganggarkan hasil penjualan BUMDesa, penjualan aset milik

desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil

divestasi Penyertaan Modal Pemerintatr Desa dan dicatat dalam

penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang

dipisahkan.

Pasal 31

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (21huruf b terdiri dari:

a. pembentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal desa.

Pasal 32

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang

penyediaan dananya tidak dapat sekaligUs dibebankan dalam 1

(satu) tahun Ernggaran.

(21 Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling

sedikit memuat:

a. penetapan hrjuan pembenhrkan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana

cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harrs

dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tatrun anSSaran pelaksanaan dana cadangan'
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(41 Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan

atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang

penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan

peratrrran pemndang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening

tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Desa.

Penganggaran dana cadangan dilarang melebihi tahun akhir

masa jabatan Kepala Desa.

(71 Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan lain selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dapat dilaksanakan

apabila dana cadangan telatr mencukupi unhrk pelaksanaan

kegiatan dengan cara pemindatrbukuan dari Rekening Dana

Cadangan ke Rekening Desa yang kegiatannya sudah terlebih

dahulu tercatat di APBDesa tahun anggaran berkenaan di

lengkapi dengan rencana anggaran braya.

Program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari dana cadangan

meliputi:

a. pengadaan tanah;

c. pembangunan infrastruktur desa maupun kawasan

pedesaan; dan

d. kegiatan lain sesuai kebutuhan desa yang tidak cukup

dianggarkan dalam satu tahun anggaran.

Bagan Keempat

Penyertaan Modal

Pasal 33

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 hunrf

b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan

Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk

meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada

masyarakat.

(s)

(6)

(8)

(e)

(1)
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(21 Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan

dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam

bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses kajian

kelayakan usaha yang meliputi aspek:

a. aspek pasar dan pemasa-ran;

b. aspek teknis dan teknologi;

c. aspek manajemen dan sumber daya manusia;

d. aspek keuangan;

e. aspek ekonomi, sosial budaya, pottik dan lingkungan; dan

f. aspek hukum (yuridis).

(5) Proses analisis kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (4)

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pengelola operasional BUMDesa membuat proposal

permohonan penyertaan modal kepada Pemerintah Desa;

b. pemerintah desa mempelajari dan memverifikasi proposal

pengajuan penyertaan modal dari pengelola BUMDesa yang

selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah desa;

c. manajer atau pengelola BUMDesa melakukan paparan di

depan musyawarah desa terkait dengan usulan penyertaan

modal BUMDesa;

d. setelah mendapat persehrjuan dari forum musyawarah desa

selanjutnya dibuatkan Berita Acara Musyawarah Desa

tentang Penyertaan Modal BUMDesa; dan

e. penyertaan modal BUMDesa dimasukan dalam pembiayaan

APBDesa.

(6) Modal BUMDesa secara mayoritas dimiliki oleh Desa.
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Pasal 34

(1) Penyertaan modal pada BUMDesa dapat terdiri atas:

a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi

kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan

melalui mekanisme APBDesa;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme

APBDesa;

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi

kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan

sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui

mekanisme APBDesa; dan

d. aset desa yang dikelola oleh BUMDesa berdasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan aset desa.

(21 Tata cara penyertaan modal pada BUMDesa diatur dengan

memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang

dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan

modal.

(3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21meliputi:

a. adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk
penyertaan modal pada BUMDesa; dan/atau

b. adanya sumber penerimaan pembiayaan yang dapat

digunakan untuk penyertaan modal pada BUMDesa.

(4) Penyertaan modd yang dapat disertakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 diberikan paling banyak sebesar 107o

(sepuluh persen) pendapatan APBDesa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a.

(5) Penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 diberikan paling banyak sebesar 5O%o

(lima puluh persen) sumber penerimaan pembiayaan yang dapat

digunakan untuk penyertaan modal pada BUMDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.



-33-

(6) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (21meliputi:

a. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa yang

mengattrr tentang Organisasi Pengelola BUMDesa dan/atau

Strukhrr Organisasi BUMDesa; Modal Usaha BUMDesa;

Jenis Usaha BUMDesa; Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga BUMDesa dan Pengisian Cdon Pengurus

BUMDesa;

b. adanya kajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya

operasional, dan keuntungan BUMDesa; dan

c. adarrya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal

BUMDesa yang memuat paling sedikit:

1. jumlah modal yang disertakan;

2. mekanisme pengembalian modal;

3. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode

pengelolaan;

4. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara

kelembagaan; dan

5. jangka waktu penyertaan modal.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 35

Pengelolan keuangan desa meliputi:

a" perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungiawaban.

Pasal 36

(1) Pengelolan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 dilakukan dengan basis kas.

"/
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(1)

(21 Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan

dari rekening kas desa.

(3) Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan

menggunakan Sistem Informasi yang dikelola Kementerian

Dalam Negeri.

Bagran Kesatu

Perencanaan

Pasal 37

Kepda Desa mendapatJ<an data informasi dari daerah tentang

pagu indikatif desa yang meliputi:

a. rencana dana desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

b. rencana alokasi dana desa yang merupakan bagran dari

dana perimbangan yang diterima daerah;

c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;

dan

d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daeratr.

Inforrnasi pendapatan desa selain pagu indikatif yaitu

pendapatan asli desa dan pendapatan lain yang menjadi awal

penJrusunan perencana.an pengeloLaan keuangan desa yang

dituangkan dalam RKP Desa

(3) Pagu indikatif sebagairnana dimaksud ayat (1) diterima desa

paling lambat minggu pertama bulan September tahun

sebelumnya.

(4) Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan

perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa

pada tatrun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam

APBDesa.

(5) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rzlnctrngan

APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

(21

rl
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(6)

(7)

Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan

penJrusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana

dfunaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desa kepada

BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 38

(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

(21 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD

untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah

BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (21disepakati bersama paling lambat akhir

bulan September tahun berjalan.

(41 Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah

Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan

pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dengan menggunakan pagu tatrun sebelumnya.

(5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai

Penjabaran APBDesa yang mendatrului Peraturan Desa

mengenai APBDesa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasa] 39

(1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Kepala Desa

menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai

Penjabaran APBDesa.

(21 Sekretaris Desa mengoordinasikan penJrusunan Rancangan

Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(1)

(21

(3)

(s)

(6)

(4)

Pasal 40

Bupati mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa kepada Camat.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling

lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Camat dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Perattrran

Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibantu oleh Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan yang

terdiri dari:

a. Ketua, dijabat oleh Camat;

b. Sekretaris, diiabat oleh Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa atau aparat kecamatan lainnya; dan

c. Anggota, dijabat oleh unsur aparat kecamatan, dan pihak

terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

humf c harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur

terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa.

Jurnlah keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan paling

banyak berjumlah 7 (tqiuh) orang dengan memperhatikan

efektivitas pelaksanaan evaluasi.

Pembiayaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Keda Perangkat Daerah Kecamatan.

(71 Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

ditetapkan dengan Kepuhrsan Camat.

Pasal 41

(1) Pedoman penJrusunan APBDesa dan mekanisme evaluasi

APBDesa diatur secara tersendiri melalui Peraturan Bupati

tentang Pedoman PenSrusunan APBDesa dan Evaluasi APBDesa

yang ditetapkan setiap tahun.

r/
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(21 Ketentuan mengenai Evaluasi Peraturan Desa mengenai

APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap Evaluasi

Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa Perubahan.

Pasal 42

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah

dievaluasi, ditetapkan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa

tentang APBDesa.

(2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember tatrun

anggarzm berjalan

(3) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APBDesa sebagai perattrran pelaksana dari

Peraturan Desa tentang APBDesa.

(41 Kepala Desa menyampaikan Perahrran Desa tentang APBDesa

dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa

kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari keda setelah

ditetapkan.

Pasal 43

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa

kepada mas5rarakat melalui media informasi.

(21 Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikti

memuat:

a. APBDesa;

b. pelaksana kegiatan anggaran dan Tim Pengadaan

Barang/Jasa; dan

c. alamat pengaduan.

/?
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(1)

Pasal 44

Pemerintatr Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa apabila

terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan

desa pada tahun anggzrran berjalan;

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan

pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam

tahun berkenaan;

c. keadaaan yang menyebabkan hams dilakukan pergeseran

antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan, dan antar

jenis belanja; dan

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam

1 (satu) tahun Ernggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (21 adalah

apabila terpenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi,

dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah

h.rsat/Pemerintah Daerah terkait penambahan dan/atau

pengurangan dalam pendapatan desa tahun berjalan;

c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa

berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
p€ngeluaran dalam APBDesa mengalarrri kenaikan atau

penurunan lebih besar dari 10o/o Cima puluh persen)

(Persentase 5ff/o (lima puluh persen) adalah selisih (gapl

kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa);

dan

e. penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerzrng desa.

(21

(3)
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(4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan

APBDesa dan Peraflrran Kepala Desa mengenai Penjabaran

APBDesa Perubahan dengan tetap mempedomani pada RKP

Desa.

Pasal 45

Pemerintah Desa dapat melalmkan pembahan terhadap

Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa

sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

APBDesa ditetapkan.

Peraluran Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilatrukan

apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dafam pendapatan

desa pada tahun anggaran berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harrs segera dilakukan

pergeseran antar objek belanja;

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan

menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun

anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan

Peraturan Kepala Desa tentang Pembahan Penjabaran APBDesa

dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat

pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang

Perubahan APBDesa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 46

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan

penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui

Rekening Kas Desa pada Bank Kalsel.

(1)

(2t

(3)

(7
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(21

(3)

(s)

(1)

(21

(3)

(41

(s)
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Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dibuat
oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala

Desa dan Kaur Keuangan.

Dalam hal Kepala Desa berhenti atau diberhentikan dan/atau

berhalangan tetap maka spesimen tanda tangan dapat

dilakukan oleh Sekretaris Desa sampai dengan ditetapkannya

Penjabat Kepala Desa.

Dalam hal Kaur keuangan berhenti atau diberhentikan dan

atau berhalangan tetap maka spesimen tanda tangan dapat

dilakukan oleh pelaksana tugas yang telah ditunjuk oleh Kepala

Desa dengan surat perintah hrgas sampai dengan

ditetapkannya Kaur Keuangan oleh Kepala Desa.

Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya,

Rekening Kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh

Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan sebagaimana

ketentuan pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 47

Nomor Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bupati melaporkan Daftar Nomor Rekening Kas Desa kepada

Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui

Direkhrr Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

la.poran sebagaislana dimaksud pada ayat (21digunakan untuk
pengendalian penyaluran dana transfer.

Kaur Keuangan dapat menyimpan u€rng tunai pada jumlah

tertentu unhrk memenuhi kebutr-rhan operasional Pemerintah

Desa.

Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) paling banyak sebesar Rp.1O.OOO.OOO,OO (sepuluh juta

rupiah).

Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) merupakan sisa uang setelah dilakukan pembelanjaan

sesuai dengan rincian kegiatan.

(6)
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Apabila sisa penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) melebihi Rp.1O.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah), maka

Kaur Keuangan harus menyetorkan kembali ke Rekening Kas

Desa.

Apabila terdapat SILPA pada akhir tahun anggar€u1, maka Kaur

Keuangan harus menyetor kembali ke Rekening Kas Desa.

Pasal 48

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan

anggaran sesuai tugasnya men5rusun DPA paling lama 3 (tiga)

hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa

ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rencana kegiatan dan anggaran desa;

b. rencana kerja kegiatan desa; dan

c. rencana anggaran biaya.

(3) Rencana kegiatan dan anggaran desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2l.huruf a adalah merinci setiap kegiatan, anggaran

yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan

yang telah dianggarkan.

(4) Rencala kerja kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(21 huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu

pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim
yang melaksanakan kegiatan.

(5) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

(6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan oleh Kepala Desa, dan harga perkiraan sendiri

berdasarkan hasil suryey harga di lokasi terdekat dan pasar

setempat dan/atau mengacu pada harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di daerah.

(8)

(/
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Jika desa menetapkan harga satuan barang/jasa yang lebih

tinggr dari daerah, maka desa harus menyampaikan laporan

penjelasannya kepada Camat yang didulnrng hasil kesepakatan

musyawarah desa dan bukti survey harga.

Kaur dan Kasi pelaksala kegiatan anggaran menyerahkan

rancErngan DPA kepada Kepala Desa melalui Sel<retaris Desa

paling lama 6 (enam) hari keda setelah penugasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

(1) Sekretaris Desa melakukal verifikasi rancangan DPA paling

lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi

menyerahkan rancang€ul DPA-

Verifrkasi sebagaimana ayat (1) dengan data dukung Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKP Desa dan

APBDesa.

Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi

oleh Sekretaris Desa.

Pasal 5O

(1) Dalam hal terjadi perubatran Peraturan Desa tentang APBDesa

dan/atau Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya pembahan

anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa

menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk

men5rusun ranc€rngan DPPA.

(21 DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan; dan

b. rencana anggaran biaya perubahan.

(3) Kaur dan Ihsi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan

rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana

dimaksud pada aYat (1).
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(4) Sekretaris Desa melalnrkan verifikasi ranczrngan DPPA paling

lama 15 fiima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi

menyerahkan DPPA.

(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi

oleh Sekretaris Desa.

Pasal 51

(1) Kaur Keuangan men5nlsun rancangan RAK Desa berdasarkan

DPA yang telah disetujui Kepala Desa-

(21 Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap renc€ulgan RAK

Desa yang di4jukan Kaur Keuangan.

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah

diverilikasi Sekretaris Desa.

Pasal 52

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memuat arus kas

masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatrr penarikan

dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan

DPA yang telah disatrkan oleh Kepala Desa.

Pasal 53

(1) AI-t s kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

memuat semua pendapatan desa yang berasal dari pendapatan

asli desa, transfer dan pendapatan lain.

(21 Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 54

(1) Arls kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa-

(21 setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didulmng dengan bukti yang lengkap dan sah.
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Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (21 mendapat

persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab

atas kebenara.n material yang timbul dari penggunaan bukti

tersebut.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggUngjawab

terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan

buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran

anggaran kegiatan sesuai dengan trrgasnya.

Pasal 55

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang

telah disetujui Kepala Desa.

(21 Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau

penyedia barang/jasa.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diutamakan melalui swakelola.

(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan

material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong

dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas

kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(5) Dalam hat pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilalsanakan

melalui swakelola, baik sebagian maupun keselumhan dapat

dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu

dan memenuhi persyaratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Bupati

tersendiri dengan berpedoman pada peraturan pemndang-

undangan mengenai pengadaan bararrq/jasa di desa.

(4)

(s)
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Pasal 56

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan €u"rggar€ur mengajukan SPP

dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan

periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sarna besar

atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan

pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 57

(1) Penggunaan anggar€rn yang diterima dari pengajuan SPP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 untuk kegiatan

pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10

(sepuluh) hari kerja.

(21 Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum

dilakukan dalam waktu 1O (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi

pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang

sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam

kas desa.

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku

pembantu panjar.

(4) Kaur dan Kasi petaksana kegiatan anggaran menyampaikan

pertanggungiawaban pencairan anggarzrn sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa bulrti transaksi pembayaran

pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi

pembayaran dengan pertanggungiawaban pencairan anggaran

yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan

anggaran.

(6) Dalam hal jumlatr realisasi pengeluaran pembayaran

barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur

dan Kasi pelaks€rna kegiatan anggaran mengembalikan sisa

uang ke kas desa.

c/
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Pasal 58

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan

melalui penyedia barangliasa dilakukan setelatr barang/jasa

diterima.

(21 Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan:

a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan

bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang

diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban

APBDesa yang tercantrrm dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan

Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi

persyaratan yang ditetapkan.

Kepala Desa menyehrjui permintaan pembayaran sesuai dengan

hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengart

besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan

persetujuan dari Kepala Desa.

(4t

(s)

Pasal 59

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan

laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada

Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan

selesai.

Pasal 60

(1) Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas

anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang€Ln mengenai perp4iakan yang

berlalm.
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(21 Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan

pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimarta

dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21

meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai,

barang/jasa, dan modal.

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak

yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 61

Arrs kas masuk dan €rrus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

stmktur APBDesa dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 62

penerimaan pembiayaan dari siLPA tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a

digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila redisasi pendapatan

lebih kecil daripada realisasi belanja; dan

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SiLPA yang digunakan untuk menutupi defrsit anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun,f a merupakan

perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan

pendapatan dan/atau penghematan belanja tafuun sebelumnya

yang digunakan unttrk membiayai kegiatan-kegiatan yang

telah ditetapkan dalam APBDesa tahun Emggaran berkenaan.

SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang

belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran

dan kegiatan yffig harrs diselesaikan pada tahun anggaran

berikutnya.

(1)

(21

(3)
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Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggafan mengajukan

kembali rErncangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi

DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau

lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam

meng4jukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat

(41, terlebih dahulu menyampaikan laporan alrtrir realisasi

pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling

lambat pertengahan bulan Desember ta-hun anggaran berjalan.

Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggar€rn dan

sisa kegiatan yang akan disatrkan dalam DPAL'

DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian

kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun

anggaran berikutnYa.

Pasal 63

Pencairan dana cadangan ssfagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (1) huruf b dan pembentukan dana cadangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hurlf a dicatatkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pencatatan pencairan dana cadaggan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran

dana cadangan dalam rekening kas desa.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilarang digunakan unhrk membiayai program dan

kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Desa mengenai dana cadangan-

Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Desa sebagaimana di:rraksud pada ayat (3) dilaksanakan

apabila dana cadangan telah mencukupi untuk

melaksanakan program dan kegiatan.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

(5)

(6)

(71

(1)

(21

(3)

(4)

(s)
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Pasal 64

(1) Penyertaan modal untuk BUMDesa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dicatat pada pengeluaran

pembiayaan.

(21 Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli

desa.

(1) Penatausahaan

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 65

keuangan dilakukan oleh Kaur

Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendahar€an.

(21 Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilalrukan dengan mencatat setiap penerimaan dan

pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 66

(1) Ihur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum

yang terdiri atas:

a. buku pembantu bank;

b. buku pembantu pajak; dan

c. buku pembantu panjar.

(21 Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran

melalui rekening kas desa.

(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) humf b mempakan catatan penerimaan potongan pajak

dan pengeluaran setoran Pajak.

(4) Buku pembantr.r panjar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hurrf c mempakan catatan pemberian dan

pertanggungiawaban uang partj ar.
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Pasal 67

Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara:

a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Daerah;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau

kantor pos oleh pihak ketiga; dan

c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh

dari pihak ketiga.

Pasal 68

(1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK

Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

(21 Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang

dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh I(aur Keuangan

kepada Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas

dasar DPA dan SPP Panjar yang diajukan serta telah disehrjui

oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaral atas beban APBDesa untuk kegiatan yang

dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur

Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP

Definitif yang diajukan oleh Kaur dan/atau Kasi pelaksana

kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(41 Mekanisme pengeluaran kepada penyedia sebagaimana

dimaksud ayat (3) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa

dengan nilai pengadaan lebih besar dari Rp.5o.ooo.o0o,0o

(lima puluh juta rupiah) dilakukan melalui transfer ke

rekening penyedia barang/jasa atau mekanisme non tunai-

(5) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai,

dilakukan secara langsung melalui transfer ke rekening

penerima oleh Kaur Keuangan dan diketatrui oleh Kepala Desa.

(6) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk

hrnjangan Staf Desa dan dapat dibayarkan secara tunai.
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(7) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibuktikan

dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(8) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(9) Kuitansi penerimaan sebagairnana dimaksud pada ayat (6)

ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 69

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhfu bulan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur

Keuangan kepada sekretaris Desa paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnYa.

(21 Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan

analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan

kepada Kepala Desa unhrk disetqiui.

Bagian KeemPat

Pelaporan

Pasal 7O

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa

semester pertama kepada Bupati melalui Camat.

(21 l.aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;

a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan

b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menJrusun laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dengan cara menggabungkan seluruh laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 paling lambat minggu

kedua bulan Juli tahun bedalan.
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Pasal 71

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusqn dan

menyampaikan l.a.poran Konsolidasi Pelaksanaan APBDesa kepada

Menteri Dalam Negeri meldui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan

Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tatrun berjalan.

Bagran Kelima

Pertanggungiawaban

Pasal 72

Kepala Desa menyErmpaikan laporan pertanggungiawaban

realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir

tahun urnggaran.

Laporan Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disampaikan pating lambat 2 (dua) bulan setelah akhir

tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan

Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai

dengan:

a. laporan keuangan yang terdiri atas:

1. laporan realisasi APBDesa; dan

2. catatan atas laporan keuangan

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program

lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 73

(1) Laporan Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 merupakan bagfan dari l.a.poran Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

(21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan

Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina

Pemerintatran Desa paling lambat minggu kedua bulan April

tahun berjalan.
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Pasal 74

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72

diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. laporan realisasi APBDesa;

b. laporan realisasi kegiatan;

c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

d. sisa anggaran; dan

e. alamat pengaduan.

Pasal 75

Format DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan

PerkembangErn Pelaksanaan Kegiatan dan Anggarall, SPP, Laporan

Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Buku

Kas Umum, Bul<r Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan

Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan l.a'poran

Pertanggungiawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat melakukan

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan

desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.

PasalTT

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi

pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi,

pendidikan dan pelatihan.

(21
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Pasal 78

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaa

pengelolaan keuangan desa di daerah, Bupati membenflrk Tim

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

(21 Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur

Perangkat Daerah terkait.

(21 Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. merurruskan kebijakan pengelolaan keuangan desa;

b. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan pengelolaan

keuangan desa;

c. men)rusun tata cara dan besaran keuangan transfer per desa

sebagai sumber penerimaan keuangan desa;

d. melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa kepada

aparatur pemerintahan desa dan masyaraka!

e. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun

anggaran berjalan;

f. menghimpun dan melakukan analisis terhadap Laporan

Pelaksanaan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDesa; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait

kebdakan pengelolaan keuangan desa.

' Pasal 79

Pembinaan dan pengawasan tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa meliputi pembinaan langsung,

koordinasi, pengendalian dan monitoring pengelolaan keuangart

desa.
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Pasal 80

(1) Pada Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa Kecamatam yang ditetapkan dengan Keputusan

Camat.

(21 Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari unsur Perangkat Kecamatan terkait.

(3) Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21mempunyai tugas:

a. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan dart

teloris operasional atas perencanaan, pengangga-ran,

pelaksanaarr, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungiawaban dalam pengelolaan keuangan desa

kepada pemerintah desa;

b. melakukan pembinaan langsung, P€rgawasan,

pengendalian, monitoring dan evaluasi;

c. menghimpun laporan pelaksanaan pertanggungiawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa tingkat daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan

biaya lainnya yang ditetapkan ddam APBDesa induk

berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

(21 Pelaksanaan dokasi biaya operasional dan biaya lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Penjabat Kepala Desa persiaPan.

(3) Pelaporan dan pertanggUngiawaban alokasi biaya operasional

dan biaya lainnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 82

Kerugian Desa yang terjadi karena adarrya pelanggaran

administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perah;ran Bupati

Tapin Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa di Ifubupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2OLT Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal11' Xesenber 2O 'n

* 7 "" rAPIN,lf

Diundangkan di Rantau

pada tanggal -. ea''''i: ''

SEKRETARIS D, KABUPATEN TAPIN,

BERITA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2Ol9 NOMOR 311

+
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Lampiran 1. DPA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DEsA.......... KECAMATAN

AHUN ANGGARAN

Bidang

Sub Bidang

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan :

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sarana dan Prasarana Desa

Pembangunan Gedung TK

Maret - Juni

HARGA SATUAN JUMI.AH

NO URAIAN VOLUME (Rp) (np)

L 7 3 4 5

1 Honor tim yang melaksanakan kegiatan 1 Ls 10.000.000,00 10.000.000,00

2 Upah Tenaga Kerja
90.000.000,00

a. Tukang 310 HOK L50.000,00 46.500.000,00

b. Pekerja 435 HOK 100.000,00 43.500.000,00

Bahan Bahan Bangunan 250.000.000,00

a. Batu L20 M3 400.000,00 48.000.000,00

b. Pasir 150 M3 300.000,00 45.000.000,00

c. Semen 900 Zak 80.000,00 72.000.000,00

d. Kayu 15 M3 4.000.000,00 60,000.000,00

e. Besi 100 Batang 50.000,00 5.000.000,00

f. Genteng 6000 Buah 600,00 3.500.000,00

g. Bahan material lainnYa 7 Ls 15.400.000,00 16.400.000,00

JUMLAH 350.000.000,00

Disetujui

Kepala Desa Kaur/Kasi

Catatan :

Kolom Harga Satuan adalah harga yang untuk pembelian yang akan di ajukan sebagai SPP

kepada Kaur Keuangan

(...................,........) ()

7
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LAMPIRAN II

PERATURAN DESA

NOMOR..... TAHUN....'

TEI{TANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DCSA

PROGRAM SEKTORAL. PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM IAINI{YAYANG MASUK KE DESA

Desa

Kecamatan
Kabupaten

Provinsi

Kepala Desa

No. Program

fegiatan Anggaran

Jenis Iokasi Volume Satuan Jumlah
Sumber
Dana
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